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. Peranturan Pemerintah Nomor A48 Tohun 2008 tentan

Pendananan Pendidikan (Lembaran Negarn Republilk ’Indomﬂ:

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 486:1);

4. Peraturan  Pemerintah

Nomor 17 ‘Tahun 2010  tentang
Pengelolaan  dan

Penyelenggarnan  Pendidikan  (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negarn  Republik  Indonesia  Nomor — 5150)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggarann  Pendidikan  (Lembaran  Negara Republik

Indonesia  Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang, Standar  Sarana  dan  Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ihtidaiyah, Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah  Tsanawiyah, dan Sekolah  Menengah
Atas/Madrasah Aliyah,

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tabhun 2010
tentang  Standar  Pelayanan Minimal  Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Alas  Peraturan Menteri  Pendidikan

Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; :

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Memrk Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fen
Madrasah;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL NAWA KARTIKA V DEMPEL KABUPATEN
NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU - Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul

Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA . Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; s

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo e
pada tanggal 29 Desember 2017
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